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BUPATI SUMBA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa
Aset TakBerwujudmerupakan salah satu jenis aset yang berpotensi
dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa dan wajib disajikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

bahwa Aset Tak Berwujud (ATB) harus memenuhi kriteria dapat
diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi
manfaat ekonomi masa depan sehingga pengelolaannya perlu diatur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di
Kabupaten Sumba Timur;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II-dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); '
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 A
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
MilikNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terashir dengaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerak
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 141, Tambahar.
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 154), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013
Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 504);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008

Nomor 151, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Sumba Timur
Nomor 161);
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13.

14.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD BERBASIS AKRUAL DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Beraturan Bupar ind yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabuparen Sumba Timur,

Pemenusah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Bupan adalah Bupati Sumba Timur.

Dewan Berwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Parwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Sumba Timur.

Aset Tal Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non keuangan yang dapat
dindentifilast dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
nmenghastihan harang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
Aelayaan tneeleknual,

& Faatas adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih yang menurut ketentuan
pemmnan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan kuangan,

Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumba Timur.
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BABII
TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan ATB bertujuan untuk :
a. mempervlch mantaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya; dan

b memberihan padoman dalam perlakuan akuntansi atas ATB yang tidak secara khusus diatur
pada satu standart atau buletin teknis lainnya.

BAB III
KRITERIA ASET TAK BERWUJUD
Pasal 3

ATB harus memenuhi kriteria :

a  dapar diidentifikasi:

b. dikendalikan oleh entitas: dan

¢. mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Pasal 4

(1) Kriteria ATB dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
a. dapat dipisahkan, artinva aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan
secara jelas dari aset-aset vang lain pada suatu entitas; dan/atau
b. timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum
lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau
dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
(2) Kriteria ATB dikendalikan oleh entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
meliput :



a suatu entitas disebut “mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk
memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat
membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut; dan

b. kemampuan untuk mengendalikan aset pada umumnya didasarkan pada dokumen
hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.

(3) Kriteria ATB mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan sebagaimana dimaksud-
dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi :

pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa;

penghematan biaya atau efisiensi;

peningkatan kualitas layanan atau keluaran;

proses pelayanan yang lebih cepat;

penurunan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas d=n

fungsi; dan‘atau

f. hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi dan manfaat
lainnya.
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BAB IV
JENIS ASET TAK BERWUJUD
Pasal 5

(1) ATB vang dimiliki dan/atan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dibedakan
berdasarkan :
a. jenis sumber daya;
b. cara perolehan; dan
¢. masa manfaat
(2) ATB yang berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :
Software Computer
Lisensi dan Franchise
Hak Paten dan Hak Cipta
Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
ATB dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya
ATB dalam Pengerjaan

(3) ATB yang berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :
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a. Pembelian

b. Pengembangan secara internal
¢. Pertukaran

d. KenaSama

e. Donasi/Hibah

f.  Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)

(4) ATB yang berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi :

a. ATB dengan umur manfaat t-e:rbalas (finite life)
b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)
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Paal 6

(1) ATB berdasarkan Jenis Sumber Daya sehazsimons dimaksad dalamPasal § 2oz (2) 2
3 adaizh vang dapar disimpan Gslsm berhessi media penvimpanen sepert fath i

compaxt disk, disket, pima dan media penvimpenan lzinnyaz dan sgfware kompzer vz
masuk dalam kstegori ATB adelsh socheare yang buken menmaiken bagienm 2k
terpisahkan dari Aordheore komputer terenn

(2) ATB berdasarkan Jenis Sumber Dava schegeimena dimaksud dalzm Pasal § v (2)
huruf b adaish lisensi merupekan pemberizn izin dari pemilik barang 2sa kepada pitak
yang meperima lisensi untuk mengmumekan barang amau jesa wang dilisensiven &

Jranchise merupakan perikaan dimens saish sam pihek diteriken hek memanizetkan &m
/ amau mengounakan Hak Aws Kekavamm Intelexcual (FIAKT) zmzu cinl kKe2s w2tz v
dimilika pthak lsin de mw'mwk—_mmpe?mva:g‘*wmc
pibsk lain tersebut Gaism rancks penvedizan dan ' zh2u peniuaian berang dom j2s2

(3) ATB berdesarkan Jenis Sumber Dava sehesaimana dimoaiosnd delzm Pasal 5 = ¢2)
huruf ¢ bk paren adsizh bak eiskiusif yang diberikan cleh peg=z kepade mwemmor

N
M

& |

(penemu) amas hasi] mvensinya (temuen) & bidans wmkmoloz, vang ik selzmz wEcs
tertentu melzksanskan sendin invensinva werselxx azzu memberikan persstsozm==a
kepada pihak lain umiuk melaksanakennva karene hok cipta adaizh bhak exsiciosifpencia
amsu pemegang hek cipta wmtuk menzanx penggunaan basil peoteneon geozeon 2z
informasi tertentu amn hak untuk meavaiin e ciptaen

(3) ATB berdasarkan Jemis Sizmber Dava seheszimoma dimekend dalam Posal S =
huruf d adaish scam kajisn amu pengemmbenzen vang memberiken meniza exooorsS
dan’atan sosial & masa vang 2kan deteng vang depar didenufkast setes= aser.

(3) ATB berdasarkan Jenis Sumber Deva ssteszimena dimexsud deizm Pasal 5 v o
huruf e adalah merurcken rekamen ams suem peristwz yaug zx:r,m}zmiz:
mmmmhm?w*mmmwwzm

(6) ATB berdasarken Jenis Sumber Daya ssheermoma dimagsud dolam Pasal 3 =z 1)
huruf f adaizh merupekan suams kegizmen peroisian ATB &zlzm pemerm=aien, =2
memenuhi saizh sam komeex .al.mmx\“m" dizmnaiken w2=k operasioral
pemerintzh.

Pzl 7

(1) ATB berdasarkan Cara Perolehan sebesaimena dimaksud delamPasal S (S) == a
dapat dilzkukan secara terpisah (indhvidhial) mespon secamz szbumean

(2) ATB berdasarkan Cara Perolehen sebegaimene dimaksnd eom Pasal S () B ®
dapat diperoleh melaiui kegizan pengembenzen yang &Elzicken seczz Tmsrml o=

suaru entitas.

(3) ATB berdasarkan Carz Peroichen sebeszimena Simaksud delam Pasal S v ()
dapat diperoleh meialui permukaren dengen aset yenz EmiliG oG SEm enTes =

(3) ATB berdasarkan Cara Percichan sehagaimara Emaksud delom Pasal S = (3)
dapat dilakukan meialui kerjasama oleh dua entitas 2mam lebth

(5) Aﬁ&@mkntm?w.-_mmdmd&_npm‘m =) :'...‘:'::'c
merupakan ATB yvangz memenuhi definisi den kohieria peceikuen domae berasel &x
donasi atau hibah

(2]

!‘

|
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ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f
merupakan ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya atau lingkungan masa lalu,
dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan namun ada alasan

lain seperti mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 8

ATB berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a
adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya
unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan
aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

ATB berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b
adalah ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode (mempunyai umur
manfaat yang tak terbatas) untuk memberikan manfaat kepada entitas, harus dilakukan
reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

BABV
SUMBER DANA ASET TAK BERWUJUD
Pasal 9

Sumber dana ATB dapat berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh SKPD; dan/atau
c. sumber-sumber lainnya yang sah dan mengikat.

BAB VI
PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD
Pasal 10

(1) Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa

aktivitas/kegiatan tersebut telah memenubhi :
a. definisi ATB; dan
b. kriteria pengakuan.

(2) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau

jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh
entitas.

(3) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal, yang terdiri dari :

a. biaya yang diukur pada saat pengakuan (biaya perolehan transaksi pertukaran atau
untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas atau nilai wajar ATB pada saat
diperoleh melalui transaksi yang bukan pertukaran);

b. biaya yang dikeluarkan setelah perolehan untuk menambah, mengganti atau
memeliharanya; atau

c. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan sec

langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke
dalam nilai ATB dimaksud.
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Pasal 11

(1) Pcngembangan secara internal atas ATB harus memenuhi prinsip-prinsip pengakuan,
terutama dalam hal :

a. mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasikan terschut akan
menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan

b. menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai,

(2) Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk
pengakuan, perolehan ATB dikelompokan dalam 2 tahap :

a. tahap penelitian atau riset; dan

b. tahap pengembangan;

(3) Penelitian atau riset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah scbagai
berikut :

a. pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap
penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATH,
tetapisebagai beban pada saat terjadi.

b. dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, Pemerintah Dacrah
tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan
manfaat ekonomi masa datang, sehingga pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada
saat terjadi.

(4) Tahap Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebag»i
berikut :

a. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu
i} kegiatan internal) harus diakui jikadan hanya jika Pemerintah Daerah dapat
memperlihatkan seluruh kendisi dibawah ini, yaitu adanya :

1. kelayakan teknis atas penyelesaian ATB schingga dapat tersedia untuk

digunakan atau dimanfaatkan;

keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB
tersebut;

3. kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;

4. manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;

S. ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk
menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB
tersebut; dan/atau

6.

kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang
diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

b. tahap pengembangan atas suatu akiivitas/kegiatan kemungkinan merupakan
kelanjutan (further advance) atas tahap penelitian/riset; dan

c. hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria sebagaimana dimaksudpada
angka 1 tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan
pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai
beban pada saat terjadinya.

(5) Penelitian dibiayai instansi lain yaitu adanya :

a. entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari
belanja yang dikeluarkan darianggaran tersebutmenghasilkan aset walaupun
penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain;

b.

perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari
pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil
kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan:



¢ tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB, namun
demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan mengenai hal ini; dan

d.

?Pabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh
Instansi Lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh
lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

Pasal 12

Da}ﬂm pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
yaitu ;

a. untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah Daerah dapat
dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh
pihak ketiga (kontraktor);

b. dalam hal dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit

untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti
ini tidak perlu diakui sebagai ATB;

. software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan
kepada pihak ketiga; dan

d. biaya perolehan untuk soffware program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan

hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara
umum.

Pasal 13

(1) Software komputer dianggap dihasilkan secara internal jika:

a. diperoleh atau diproduksi oleh Pemerintah atau suatu entitas yang dikontrak oleh
Pemerintah; dan/atau

b. dikembangkan oleh instansi Pemerintah atau oleh kontraktor/pihak ketiga atas nama
Pemerintah.

(2) Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang
dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut :

a. Tahap Awal Kegiatan yaitu termasuk perumusan konsep dan evaluasi alternatif,
penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap
alternatif untuk pengembangan software tersebut;

b. Tahap Pengembangan Aplikasi yaitu aktivitas pada tahap ini termasuk desain
aplikasi, termasuk didalamnya konfigurasi software dan software interface,
pengkodean, pemasangan software ke hardware, testing, dan konversi data yang
diperlukan untuk mengoperasionalkan software:

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi yaitu aktivitas dalam tahap ini adalah
pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan
pemeliharaan software. -

(3) Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi
beban pada saat terjadinya.

(4) Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabilaL
memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut :



3. pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan

b. Pc‘?ﬂimﬂh_ Daerah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk
periode berjalan,

(5) Semua pengeluaran  yang  terkait dengan aktivitas pada tahap setelah

‘mplementasifoperasionalisasi harus dia.uggap scbagai beban pada saat terjadinya.

Pasal 14

Perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut :

a.

p.el‘qlehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka
nilai perolehan sofiware dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan
perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai
dengan 12 bulan, maka nilai perolehan sofiware tidak perlu dikapitalisasi;

software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa
manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh
hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan,
tidak perlu dikapitalisasi; dan

software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari
12 bulan harus dikapitalisasi dan software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan
dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

pengeluaran terkait software yang tidak mememnuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai
beban operasi pada periode terjadinya.

Pasal 15

Untuk menentukan perlakuan akuntansi membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan
penggunaan terhadap sofiware yang diperoleh secara external, namun ada hal-hal yang perlu
diidentifikasi terlebih dahulu yaitu:

a.

(1)

(2)

(3

4)

apakah harga perolehan awal dari soffware terdiri dari harga pembelian software dan
pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;

apakah ada batasan waktw/ijin penggunaan soffware; dan
berapa lama ijin penggunaan.

Pasal 16

Pengeluaran setelah perolehan terhadap soffware komputer yang dapat diatribusikan
langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam
nilai ATB dimaksud dengan harus memenuhi salah satu kriteria yaitu :

a. meningkatkan fungsi sofiware; dan

b. meningkatkan efisiensi soffware.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pa-'a
saat terjadinya.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari soffware pada praktik umumnya tidak
terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari
software atau up grade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih
mendekati kepada perolehan sofiware baru. BhL

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adal
sebagai berikut:



a. g;r:lgeluarax} setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari
Sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan

b. Eengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12
ulan harus dikapitalisasi,

Pasal 17

(1) Untuk hak paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka

atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas hak paten tersebut
telah diperoleh.

(2) Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka
entitas dapat mengakui sebagai hak paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya
pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).

(3) Perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan
perlakuan khusus, dimana Hak Paten masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber
belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai
sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah
dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CalLK.

Pasal 18

(1) Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka
waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelaporan.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pengeluaran yang telah
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diaku’
sebagai ATB dalam pengerjaan (/ntangible Asset-Work In Progress), dan setelah pekerjaan
selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

BAB VII
PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD
Bagian Kesatu
Pengukuran Pada Saat Perolehan
Pasal 19

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh
dengan cara selain pertukaran yang awalnya diukur dengan nilai wajar.

Pasal 20
Pengukuran ATB yang diperoleh secara ekternal berasal dari :
a. pembelian;
b. pertukaran;
¢. kerjasama; dan
d. donasi/hibah.

Pasal 21

(1) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pembelian dapat dihitung :
a. pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan;
b. bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan;
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- ?Tag:rmﬁlmempemleh 'ATB. dengan pemb‘elian t_erdiri dari : ‘ )
harga 1, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan
ga dan rabat; dan
2. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut
k'_B kondisi Yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
. dimaksudkan; dan/atau
d. biaya-biaya perolehan ATB dalam nilai tercatat (carrying amount) atas ATB diakui
sampai aset tersebut dalam kondisi yang mempunyai kemampuan untuk beroperasi
Seperti yang diinginkan oleh manajemen.
(2) Pengukuran ATR yang diperoleh melalui pertukaran dapat dinilai :
a. perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari
aset yang diserahkan; dan/atau
b. apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang samai
sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang
diserahkan.

(3) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui kerja sama dapat dinilai dari hasil berupa ATB
dari kerja sama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan
dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau
peraturan perundang undangan;

(4) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui donasi‘hibah dapat dinilai :

a. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan; dan/atau

b. penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Pasal 22

(1) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan
pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, maka nilai perolehannya diakui sebesar
biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut
dan memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah
selesai dikembangkan.

(2) Terhadap ATB yang dihasilkan dari pengembangan soffware komputer yang memerlukan
tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengenai perlakuan khusus untuk
software komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap

pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai
sebesar pengeluarannya.

Pasal 23

(1) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan

di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CalLK).

(2) Apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak
patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Bagian Kedua
Pengukuran ATB Setelah Perolehan

Pasal 24

Apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung

terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB
dimaksud.
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BAB VIII
AMORTISASI, PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

Bagian Kesatu
Amortisasi
Pasal 25

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama
masa manfaatnya,
Masa manfaat yang digunakan untuk amortisasi ATB adalah masa manfaat terbatas.
Metode amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus dengan masa manfaat
selama 10 (sepuluh) tahun.
Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun
ATB dan beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional serta penyesuaian
akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk
akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
Amortisasi dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat,
dan nilai sisa dari ATB harus diasumsikan bernilai nihil.
Bagian Kedua
Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud
Pasal 26
Suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya karena adanya penjualan, pertukaran,
hibah atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru.
Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki
manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah
berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan
maupun karena berakhimya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka
pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan, dan atau dijadikan penyertaaan modal daerah.

Penghentian ATB harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 19
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tidak Berwujud (Berita Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba
Timur Nomor 524) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. '
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Pasal 28

Peraturan o
Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Sctiap oran

pe € mengetzhuinva. me

menntahkan pengundan
nempalannya dalam Berita Daerah peng

gan Peraturan Bupati ini denganL
Kabupaten Sumba Timur.
Ditetapkan di Waingapu
fﬂé&m&eﬂ 28 2uLi' 2014
7 WA‘II SUMBA TIMUR. f
f ;"a/!f' "?T__, ‘
1l
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
UPATEN SUMBA TIMUR,

JUSPAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR . __;'E

13




PNz as sy
AT S
PERATI RANBLBATISONES, TIMIR
NOMOR _ TAIN 06
TENT NG
SITTEM DAN PROSSDIR
PENGELOLAAN ASET TAK BERBUJLD BERBASIS AKRUAL

KRS PATEN ST

| Emetteen sezk Sesierice—ra Pazmzen

Ta=m 85 wmmg Srcawr Acz=2na Poomerstaien
Denegascon beimz SAP dimrokan wok menpuem lzporen ksecoen permerzh
ek posar = ovx Zmersh SAP iR tertis maoomgicericen siommanitas pelzksergan
E =Pt 'mr-'ﬂﬂ— Paca Taixzxm 2910 SAP domesican kemmbel dec iz Porenmon

- e
Pemer—met Noomor 71 Taz 2010 sehacz: pencszmm Peracxan Pemermeah Nooor

2L Tt s wr=ems Sozmcer Yicowons; Pemeranah [—=lamareag goompisr terseivs
berzian dmar—s  mercom perke—be-—a koodin bosicmzen pemerimcaben
Pomaseision —riemeoea s=der momcdl

g m m“-‘_’.
Eocmickstes orgz—ses dem kegzen pemerrmizhan Kebwrben srobtehcider ook
mencerasipon Etermad ketoroon pemereeabon veogz leivh aicrar den andsl

m-ﬁmmmmﬂm Sxon pedomen pelaksenzen yaoz
Hv_lu

Ko Seander Alc—semsl Pemerimezhan (KSAP) 2izh menerditcan semo pedoman
ey Aset Tzk Beowognd pada Tzimm 2011 bera Boleon Teksis Nomor 11
=g Acer Tak Beraood Pedoran serses b pada ser pemmermssh posas don
Gaersh mah mecooroken beds kas meoTu aicwal sermpa Taiom 2014, Schsanst
Pedoran Soamder A ——a—s Pemerm—seh iPSAP) berhesss aicmal, Buolenn Tekos
gicr=zog Asex Tz Berwzod dooisi Seczen mecsshoarian Buletn Teicmis Swndar

Al—=ns Pecmerzion Nomor 17 =g Accsansi Asex Tak Berwgund
Alreal IRBaniss 1L,

-.Q.-..b

Diz=zx2 beberzoa permaselaron vaogz memeriuien perhacen s2izh satva adeish
Temsees-Temseks wamg wries deroem Aser Tzxk Berwigud (ATB). Daizm Perznimen
Pemer—szh Noomor 71 Ta=m 2610 s==arg Sezmder Akowansi Permerinsaban
kemeorran e |, ATB beimn diztor secara izninci. Parzgraf 56 PSAP 01 tentang
Peoizzn [2poren Keozogen menyzizicen benwa ATB menupaken begian dan Aset
Noo Laxcar semg Gigxxeen seczma bnmgsing zman ndak lampsung vmtuk kegiatan
Gen dizeieam sevecm keloompok Aset Lammva Selain definisi ATB den penielasen
m:&mmmmﬁm@mmlEMTebSOl mensuraikan
Jecis—erss zzu cacopen den ATB, yzog melipum © Soffware Kompuzer, Lisensi dan
Framcmse, Hzk C:rrz (cogrigra), Pezen don bek latrmyva senta hasil kajian penelinan
vz:gmmmmmm_i&:m Tekms 01 juza membenkan
Losmes jiz=el =k mencza seido awal ATB.

Peojeizsen 2oz masih sediicnr delzm PSAP maupun Buietn Tekmis vang ada
berpotensl memyebanicen penczatan tanseksi ATB kreng alrar dan tidak seregam
&mmﬁm-&%@b&m@mAﬁmmﬁmtﬂ‘m
teic=s aicx=am yaog memberikan penielasan terkant pengzkuan, pengukuran,

pecveiian den pecoirgiapen delam leporzn kewaengan Buletn Tekmis ATB jum
merjeizsien perizioon dsesos werian amortsasi, pengzhentian dan penghapusannyva.

14



II.

Ketentuan s
berpe{;zﬁ dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) Berbasis
Standar Akuntan an Pada.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
lansi Aget fli Pemerm’ n (SAP) dan Buletin Teknis Nomor 17 tentang
kejelasan maka d]_ak Berwujud Berbasis Akrual , namun untuk lebih memberi
Prosedyyr Pengel, pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
imur, sehj = Olaan’Am Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba
Tim‘-l!‘,dal 882 menjadi landasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba
4m mengelola Aset Tak Berwujud (ATB),
PASAL DEMI PASAL
Pasa] 1
Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf ¢

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat
memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services).
Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas,
barang, atau jasa ke pemerintah, sedangkan jasa yang melekat pada aset dapat
saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk lainnya, misalnya
dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama
pemerintah,

Sebagai contoh, penerapan sistem on-line untuk perpanjangan Surat Ijin
Mengemudi (SIM Keliling) akan mempercepat pemrosesan yang selanjutnya
meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 4
Ayat (1)

Hurufa: Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset
vang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan,
diberikan lisensi, disewakan, ditulkarkan, baik secara individual
maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti
bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas
bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan
lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus
dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud
melakukan hal tersebut.

Huruf b : Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati,
mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang
terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh
bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini bisa juga
meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk
memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal
demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut.
Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya
seperti pater: hak cipta, merk dagang, dan franchise.
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Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, software, dan
modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang software tersebut dapat
dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa
depan maka software tersebut diidentifikasi sebagai ATE
Sebaliknya dalam hal software komputer ternyata tidak dapat
dipisahkan dari hardware yang tertentu, tanpa adanya soffware
tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka soffware tersebut
tidak dapat dipisahkan dengan hardware tersebut dan tidak dapat
diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisah_kan
dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin.

Ayat (2)

Hurufa: Namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu
prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara
lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Huruf b : Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa
depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya.
Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau
pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah
entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan
teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut.
Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan
adanya hak cipta (copyrights), hak paten tanpa adanya hak tersebut
sulit bagi entitas untuk mengendalikan dan membatasi pihak lain
memanfaatkan sumber daya tersebut.

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Hak Cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi
penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, Hak Cipta
memiliki masa berlak: tertentu yang terbatas. Hak Cipta berlaku pada
berbagai jenis karyaseni atau karya cipta atau ciptaan. Hak Paten dan Hak
Cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan
intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan
manfaat bagi entitas dan dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan
membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Ayat (4)

Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manf
& ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB “
yat (5) '

Film, misalnya, pada dasamya merupakan rekam isti
_ an atas suatu peristi
mempunyal manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ata S

me ; upun masyarakat. Hal
ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat ymcmpunyaiL
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Manfaay g;
mempa_kdl Masa depan bagi pemerintah. Film Karya Seni‘Budayva biasanva
Ayat ( 6) an heritage ATB.

D - § &

dia]am hal 1Nl Seperti juga aset tetap. aset ini nantinya juga diniatkan untuk

d_gun:':ll\an dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat
1akui sebagai bagian dari ATB.

Pasa] 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta
kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi
definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga
perolehan ATR.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu
perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang
berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB vang
dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan
kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

Ayat (5)

Misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan soffware
aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya
imbalan yang harus diberikan. ’

Ayat (6)
Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai
ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a : Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan
dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari
manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur
ekonomis dari ATB. Entitas menggunakan pertimbangan untuk
menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang
sebagai akibat dari penggunaan ATB dengan basis bukti-bukti yan
tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pad
bukti-bukti eksternal.
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: Jixa pemerinoh vdsk dimar memhedakan tship penelitian riset
h2p penztmitengzan &3S akuhvias kematen ivtenal unnik

mnzhasiikan ATB, pemsnnzh hamiss memperiaiekan seluruh

pr"f_gei‘.z?.a azas akmyvitss kegmatan tersehur sehecai pengeluaran

dalam tzhap penehitanriser

Contob-conioh 4ari kegiatan penelitian riset adalah-

a Kegazmaimivitas yang bemuisan wmmuk memperoleh
pengetzhusn bamo (mew beow [edze i

b. Pencanan evaiuasi dan seiekss akhir aias penerapan ternu2n
hasil penclitian atan peagetabuan lannyvag

c. Pencarian alierpanf untuk material bahan baku,  peralatan,
produk. proses, sistem ataupun lavanan:

d. Formuianmmus, rancangan, evaiuasi dan seleksi akhir amws
alternanf vang tersedia untuk peningkatan matenal, peralatan.
produk, proses. sistm dan lavanan yang barmu at2u yang

Hurufb: Untuk menetapkan  apekah suam kajian/pengembangan
menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa vang akan

a Ape manfzar ekonor dzn ziau sosial vang akan diperoleh dan
hasil k2jian pengembangan tersebun:

b. Sizpe penerima manteat ekonomi dan aiau sosial tersebut

c. Apekah aset tersebut akan digunakan olch enttas arau pihak lam:

d. Janzka waktu manfzar tersebut akan diperoleh.

Conzoh aktivitas-aktivitas pada zhap pengembangan adalah:

a Deszin, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi
prototpe atau model;

b. Deszin, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses
produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang
menguntungkan untuk produksi komersial;

c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatf pilihan,
untuk behan, peralatan, produk. proses, sistem atau pelayvanan
vang sifzmya baru atau sedang dikembangkan.

Ayat (3)

Hurufa: Instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta
mengakui ATB tersebur, karena sesuai dengan karakteristk
pengakuan ATB yang berasal dan Penelian dan Pengembangan,
pengakuan terhadap ATB tersebut adalah harus sesuai dengan
kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat
dianggap mempunyai manfaat ekopomi dan’atau jasa potensial
dimasa yang akan datang. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan
secara internal dari pengembangan adalah sejumiah pengeluaran
vang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria
pengakuan.

Hurufb: Pihak perguruan tinggi dan'atau lembaga litbang yang melakukan
litian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal
10 PP 2072005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut
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adalal,l.sebagﬂi pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan
g;nelmaﬂ dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11
tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga

litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan
kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
Pengembangan.
Ayat (4)
C“kup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 12
Huruf a
Cukup Jelas

Hurufb : Software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada
perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah
satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset
menjadi tidak terpenuhi.

Huruf ¢

Cukup Jelas

Huruf d : Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara
kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software
seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada
software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun
merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software
tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka soffware tersebut
diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi
sebagai peralatan dan mesin.

Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2) : Misalnya pengeluaran setelah perolehan terhadap soffware yang
sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya,
pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk
dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
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Culeup yep,

Pasal 2¢
Cuku;, Jelas
Pasa] 91
Ayat |
Hurufa

Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf ¢ : Biava untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat
diukur secara memadai, khususnya bila berkenaan dengan kas atau
aset moneter lainnya.
Hurufc.1
Cukup Jelas
Hurufec. 2
Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
a. biava staf vang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunzkan;
b. biava professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunzkan;
c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara
baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

a biava untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya
advertising dan promosi);

b. biava untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atan sehubungan
dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan
pegawai):

c. biayva administrasi dan overhead umum lainnya.

Huruf d : Biaya-biaya perolehan ATB dalam nilai tercatat (carrying amount)
atas ATB diakui sampai aset tersebut dalam kondisi yang
mempunyai kemampuan untuk beroperasi seperti yang diinginkan
olech manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan
bagian dari nilai tercatat ATB.

Ayat 2

Cukup Jelas
Avat 3

Cukup Jelas
Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
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Pasa) 25
Avat |
Cuimp Jelas

Ayar . Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai
Pemindahianganan. Sesuai dengan PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah dapat melakukan
pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

a. dijual;

b. dipertukarkan;

c. dihibahkan: atau

d. dijadikan penyertaan modal negara daerah.

Ayat 3

Cukup Jelas
Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas




